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ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena ~ fenomena yang terjadi

di wilayah laut Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan
biodiversitas laut yang tersimpan sehingga banyak ancaman laut yang terjadi seperti Mllegal.
Unreported. Unregulated Fishing (IUU Fishing). Schagai salah satu negara yang memiliki
kekayaan biodiversitas laut dan negara kepulavan, Indonesia terlibat dalam UNCLOS (United

Comvention on the Law of the Sea) 1982. Namun, dalam UNCLOS 1982 belum

Nations
yurisdiksi

dicantumkan hukum mengenai perlindungan terhadap biodiversitas laut di luar
negara schingga mengancam keanckaragaman hayati laut di luar yurisdiksi negara.

Penclitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi diplomasi maritim Indonesia
dalam isu Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Dalam penclitian ini,
pencliti menganalisis mengenai strategi diplomasi maritim Indonesia dalam melindungi
biodiversitas laut Indonesia. Untk menganalisa strategi tersebut, pencliti menggunakan
konsep diplomasi maritim dari Christian Le Miére yang terdiri dari diplomasi persuasif,
diplomasi kooperatif, dan diplomasi koersif.

Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia berfokus pada diplomasi persuasif dan
diplomasi kooperatif. Dengan adanya dasar hukum BBNJ, keanckaragaman hayati laut di liar
yurisdiksi negara lebih tefjaga dan negara memiliki hak dan wewenang atas keanckaragaman
hayati laut di luar yurisdiksi negaranya.

Kata Kunci: Diplomasi Maritim, BBNJ, Keanckaragaman Hayati Laut, Negara Kepulauan.
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ABSTRACT

The research in this thesis is molivated by phenomena that occur in Indonesian
maritime region. Indonesia is an archipelagic country that has a wealth of marine biodiversily,
s0 there are many marine threats that occir such as illegal, unreported. wnregulated fishing
(1UU fishing). as one of the cpuntries that has rich marine biodiversity and is an archipelagic
country, Indonesia is involved in UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea)
1982 In UNCLOS 1982 there is no law regarding the protection of marine biodiversity beyond
national jurisdiction.

This research was carried out to determine the implementation of Indonesian maritime
diplomacy on the isswe of Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). In this
research, rescarchers analyzed Indonesia’s maritime diplomacy strategy in protecting
Indonesia’s marine biodiversity. To analyze this strategy, rescarchers used Christian Le Miére
concept of maritime diplomacy, which consists of persuasive diplomacy. cooperative
diplomacy, and coercive diplomacy.

Based on rescarch results, Indonesia focuses on persuasive diplomacy and cooperative

diplomacy. With the legal basis for BBNJ, marine biodiversity in wild under state jurisdiction

is better protected and the state has the rights and authority over marine biodiversity beyond

state jurisdiction.
Keyword: Maritime Diplomacy, BBNJ, Marine Biodiversity, Archipelagic State.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian ilmu hubungan internasional sangat berhubungan erat dengan hukum internasional.
Karena, hukum internasional mengatur sistem aturan, prinsip, serta konsep hubungan antar
negara, organisasi internasional, individu, dan aktor lain dalam hubungan internasional.
Dimana, dalam hal ini negara merupakan aktor utama dari kedua kajian tersebut sehingga
keduanya saling berkaitan.

Pada 13 Desember 1957 tepatnya peristiwa Deklarasi Djuanda, Indonesia memberikan
pernyataan kepada dunia bahwa laut Indonesia mencakup laut sekitar, di antara, dan di dalam
kepulauan Indonesia menjadi satu dalam wilayah kesatuan NKRI. Hal tersebut seperti yang
telah tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX A tentang wilayah negara pasal 25A
yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-
undang. Konsep negara kepulauan juga merupakan salah satu identitas nasional negara. Dalam
hal ini termasuk ke dalam identitas alamiah sama halnya seperti keberagaman suku, agama,
budaya, Bahasa, dan bentuk kepercayaan. Identitas alamiah sendiri merupakan identitas negara
yang terbentuk secara alami (Putri, 2021).

Berdasarkan UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri
dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Wilayah negara
kepulauan dalam hal ini ialah garis dasar lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik
terluar pulau-pulau dan kerang-kerang terluar kepulauan tersebut (M-30, 2020). Indonesia
sebagai negara kepulauan memiliki konsep yang berbeda dengan negara barat. Konsep negara
kepulauan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia ialah laut sebagai penghubung antar daratan

di Indonesia, sehingga hal tersebut menyatukan wilayah Indonesia. Sedangkan negara barat



menganggap laut adalah pemisah antar pulau di suatu negara atau dengan kata lain pulau-pulau
dipisahkan oleh hamparan air yang luas. Pada dasarnya, konsep negara kepulauan yang diusung
oleh Indonesia digunakan untuk menghindari status laut bebas di laut pedalaman atau perairan
antar pulau. Dengan adanya konsep tersebut, membuat Indonesia memiliki kedaulatan atas
wilayah daratan, perairan kepulauan, perairan teritorial serta berbagai ruang diatasnya. Selain
itu, konsep negara kepulauan Indonesia ini memberikan pengaruh positif bagi Indonesia seperti
meluasnya wilayah Indonesia dalam bentuk laut. Namun, konsep yang diusung oleh Indonesia
belum disetujui oleh beberapa negara, dikarenakan masih ada negara yang belum menyetujui
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (Putri, 2021). Indonesia merupakan negara peserta UNCLOS
1982 serta negara kepulauan sehingga memiliki potensi yang besar dalam
mengimplementasikan peraturan UNCLOS 1982 termasuk BBNJ.

Selain dikenal sebagai negara dengan seribu pulau, Indonesia juga dikenal sebagai negara
yang memiliki lokasi yang strategis secara geografis. Letak Indonesia yang strategis yakni
berada di antara dua benua, yaitu Benua Australia dan Benua Asia memberikan dampak yang
cukup besar bagi Indonesia. Letaknya yang strategis juga menjadikan Indonesia berada di jalur
persimpangan lalu lintas dunia. Selain itu, manfaat lain dari posisi Indonesia yang strategis
ialah majunya sosial budaya Indonesia karena datangnya bangsa asing (Wicaksono, 2021).
Pada aspek kelautan, manfaat dari posisi Indonesia yang strategis ialah melimpahnya Sumber
Daya Alam khususnya keanekaragaman hayati laut. Namun, hal tersebut juga dapat menjadi
pemicu terjadinya illegal fishing yang kerap terjadi di perbatasan laut Indonesia (Pangesti,
2022).

Melihat letak geografis Indonesia yang strategis serta keanekaragaman hayati laut yang
melimpah, Indonesia berpotensi sebagai poros maritim dunia. Poros maritim adalah gagasan
strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri

perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim



(Kelas Pintar, 2022). Tujuan dasar poros maritim ialah untuk mentransformasikan Indonesia
menjadi negara maritim yang kuat, signifikan, dan sejahtera dengan mempertahankan jati diri
sebagai negara maritim dan memanfaatkan potensi maritim yang dimiliki Indonesia untuk
mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Demi mewujudkan Indonesia sebagai negara
Poros Maritim Dunia, Indonesia memerlukan kebijakan dan strategi pembangunan maritim
yang jelas berlandaskan visi dan misi yang telah dibentuk oleh pemerintah. Seperti halnya
sektor kelautan dan perikanan dalam hal ini berperan penting dalam menghasilkan daya saing
serta pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif secara berkelanjutan. Selain itu, sektor kelautan
dan perikanan memiliki kontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia
dalam jangka waktu yang singkat (Setiawan A. , 2019).

Dengan terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, tentu Indonesia juga disebut
sebagai negara maritim. Negara maritim merupakan kawasan yang mempergunakan lautnya
sebagai konteks pelayaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim berarti hal-
hal yang berkenaan dengan laut serta berhubungan dengan pelayaran serta perdagangan di laut.
Indonesia dijuluki negara maritim karena hampir 70% wilayah Indonesia mencakup perairan.
Alasan lain Indonesia dijuluki negara maritim karena laut Indonesia menyimpan sumber daya
yang melimpah seperti energi dan mineral. Kekuatan maritim suatu negara meliputi seluruh
kekuatan nasional terkait pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
didasarkan pada kondisi geografis teritorial (Subitmele, 2022).

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) merupakan hukum laut
internasional yang diimplementasikan oleh seluruh negara di dunia khususnya negara-negara
yang memiliki laut guna memperluas kewenangan atas wilayah laut yang dimiliki oleh negara
tersebut termasuk Indonesia. UNCLOS sendiri telah mengakui Indonesia merupakan negara
kepulauan pada konvensi hukum laut PBB ketiga 1982 dan diratifikasi ulang oleh Indonesia

dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985 yang menyatakan total wilayah laut Indonesia



berdasarkan UNCLOS 1982 yakni 5,9 juta km persegi terbagi atas 3,2 juta km persegi perairan
teritorial dan 2,7 km persegi perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Melihat luasnya wilayah
laut Indonesia tersebut, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia (Lasabuda,
2013).
Berdasarkan Pasal 87 (1) UNCLOS 1982 mengenai laut lepas, ada beberapa kebebasan
yang dimiliki oleh tiap negara, sebagai berikut :
1. Kebebasan Pelayaran
2. Kebebasan Penerbangan
3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa saluran bawah laut dengan ketentuan yakni
harus tunduk pada Bab VI Konvensi
4. Kebebasan untuk mendirikan pulau buatan dan instalasi lainnya, dengan ketentuan
harus tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam Bagian 2
5. Kebebasan untuk menangkap ikan yang harus tunduk pada persyaratan yang tercantum
dalam Bagian 2
6. Kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah yang harus tunduk pada ketentuan Bab
VI dan Bab XII.
Poin kelima dan keenam berkaitan dengan adanya biodiversitas yang ada dalam dasar laut
lepas. Dalam Convention on Biodiversity (CBD), biodiversitas yang dimaksud ialah termasuk
keanekaragaman flora dan fauna yang ada di wilayah pesisir maupun dasar laut lepas. Melihat
hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat masalah terkait konservasi,
pemanfaatan, serta perlindungan Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction yang
diperuntukkan bagi seluruh umat manusia (Dharma, 2020).
Biodiversitas merupakan singkatan dari Biologi Diversitas yang berarti keanekaragaman
hayati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, biodiversitas adalah

keanekaragaman makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan, dan



ekosistem akuatik lain, serta komplek-komplek ekologi yang merupakan bagian dari
keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem.
Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai keanekaragaman hayati laut
Indonesia. Indonesia memiliki luas daerah perairan sekitar 77% dari total wilayahnya. Daerah
perairan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu perairan laut dalam dan perairan laut dangkal
(Humas BRIN, 2022). Indonesia berada di kawasan segitiga terumbu karang atau Coral
Triangle Area yang menjadi alasan Indonesia menyimpan begitu banyak keanekaragaman
hayati laut. Menteri Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang
Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengatakan bahwa Indonesia memiliki 16 spesies seagrass,
2.118 spesies reef fish, 590 spesies stony corals, 45 spesies mangrove, 782 spesies macroalgae,
850 spesies sponges, 2.500 mollusca, 1.500 crustacea, 745 spesies echinoderms dan masih
banyak lagi (Humas LIPI, 2020).

Laut merupakan salah satu aset penting dan berharga bagi Indonesia. Hal tersebut
dikarenakan laut menyimpan jutaan bahkan miliaran keanekaragaman hayati laut yang telah
teridentifikasi ataupun belum teridentifikasi oleh manusia seperti kekayaan mineral yang
tersimpan di dalam dasar laut. Indonesia yang berperan sebagai pihak UNCLOS sekaligus
merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah batas dan haknya telah diatur
oleh Undang-Undang ikut serta mengadvokasi mengenai pentingnya penegakan hukum di laut.
Hal tersebut bertujuan agar negara berkembang dapat menikmati hasil eksplorasi maupun
eksploitasi dari sumber daya non-mineral yang terletak di dasar laut.

Sejak tahun 2009 sering kali terjadi kasus lllegal, Unreported, and Unregulated Fishing
(IUU Fishing) yang dilakukan oleh nelayan berkewarganegaraan asing. IUU Fishing dianggap
sebagai ancaman yang bersifat non-tradisional, yang berarti ancaman yang bukan bersifat
penyerangan militer, tetapi pelanggaran kedaulatan oleh non-state actor (Riska, 2017). Pada

tahun 2021, penenggelaman kapal nelayan terus berlanjut. Penenggelaman kapal yang



dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini guna untuk memberikan efek
jera kepada pelaku illegal fishing di laut Indonesia (Yanwardhana, 2021).

Selain IUU Fishing, Indonesia memiliki ancaman keamanan laut lainnya yang
mengganggu keamanan biodiversitas laut Indonesia seperti aktivitas riset ilmiah kelautan oleh
kapal asing dan pencemaran minyak (oil spill) lintas batas negara. Aktivitas riset ilmiah
kelautan merupakan kegiatan yang tidak mengganggu hak negara lain, karena pada dasarnya
aktivitas riset memberikan manfaat bagi semua pihak. Namun, kegiatan riset kelautan ini perlu
diwaspadai. Seperti halnya, yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok melakukan aktivitas
riset tidak hanya dilaksanakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, melainkan juga untuk
kepentingan-kepentingan strategis dan militer tanpa izin negara pantai. UNCLOS telah
mengatur bahwa negara pantai memiliki yurisdiksi terhadap MSR (marine scientific research)
atau Riset Ilmiah Kelautan dalam Zona Ekonomi Eksklusif. Maka dari itu, negara pantai
memiliki kewenangan dan hak dalam mengatur serta memberikan izin terhadap pelaksanaan
kegiatan riset ilmiah kelautan di ZEE negaranya (Indonesian Ocean Justice Initiative, 2024)

Pencemaran minyak (spill oil) lintas negara merupakan salah satu bentuk dari polusi non-
plastik laut seperti pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Yanzhu
Dong mengatakan bahwa Laut Jawa merupakan area laut yang paling tercemar dengan luasan
area oil slick yang terdeteksi setara 255,5 kali luas daratan DKI Jakarta. Berdasarkan kajian
Martin Gade area Laut Jawa dan Selat Makasar menunjukkan banyak titik-titik tumpahan
minyak di Laut Jawa. Martin Gade menjelaskan bahwa polusi terbesar di Laut Jawa terjadi
pada bulan Maret-April dan oktober-Desember, sedangkan di Selat Makasar polusi terbanyak
terjadi pada bulan Desember-Februari (Indonesian Ocean Justice Initiative, 2024).

Menanggapi aktivitas ancaman laut tersebut, Pemerintah Indonesia dihimbau untuk

meningkatkan “the 34+1 abilities ” dalam menegakkan hukum laut Indonesia, yaitu:



1) Ability to detect, yang merupakan kemampuan pendeteksian aktivitas laut dengan cepat
dan akurat menggunakan teknologi pemantauan dan informasi yang terintegrasi
langsung antar kementerian dan lembaga.

2) Ability to respond, yang merupakan kemampuan merespon atau menindak lanjuti
pelanggaran yang terjadi seperti menangkap kapal ikan asing illegal, memastikan status
perizinan riset kelautan oleh kapa lasing, dan menuntut pertanggungjawaban kepada
kapal-kapal pelaku tumpahan minyak yang menyebabkan tercemarnya wilayah laut.

3) Ability to punish, yang merupakan kemampuan memberikan hukuman atau sanksi yang
memberikan efek jera.

4) Ability to cooperate with international community, yang merupakan kemampuan untuk
mengatasi ancaman keamanan laut melalui kerjasama internasional.

Aktivitas penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia melalui KKP merupakan
salah satu bentuk diplomasi maritim. Melihat masih banyaknya nelayan asing yang melakukan
penangkapan ikan atau keanekaragaman hayati laut secara ilegal di laut Indonesia, maka
Indonesia memilih untuk melakukan diplomasi maritim. Diplomasi maritim yang dilakukan
oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah serta biodiversitas laut
Indonesia. Indonesia yang memiliki kekayaan biodiversitas laut sangat Rentan terhadap
berbagai risiko seperti penangkapan ikan ilegal, pembajakan, pencemaran laut, terorisme, dan
aktivitas melanggar hukum lainnya. Maka dari itu Indonesia perlu melakukan diplomasi
maritim. Salah satu diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia ialah mengikuti beberapa
forum internasional yang membahas mengenai biodiversitas laut.

Melihat posisi geografis Indonesia yang strategis, keanekaragaman hayati laut, serta
potensi laut Indonesia, menjadikan Indonesia terlibat dalam beberapa forum internasional di
bidang kelautan dan perikanan, serta kemaritiman. Berikut forum internasional yang diikuti

oleh Indonesia beberapa tahun terakhir seperti Archipelagic and Island States (AIS) Forum,



Session of Committee on Fisheries (COFI), dan Intergovernmental Conference of Marine
Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (IGC-BBNJ).

AIS Forum yang terbentuk pada tahun 2017 merupakan pertemuan yang melibatkan
negara-negara pulau dan kepulauan yang berada di kawasan Samudra seperti Atlantik, Pasifik,
dan Hindia ini berfokus pada empat pilar utama yaitu pembangunan implementasi ekonomi
biru, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanggulangan polusi terutama sampah plastik
di laut, dan tata kelola laut yang lebih baik (Setiawan A. , 2022). Sedangkan COFI merupakan
Sub Bagian dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang dibentuk pada tahun 1965.
Forum yang membahas mengenai masalah dan tantangan terkait perikanan dan akuakultur.
Selain itu, COFI juga membantu dalam pengembangan dan implementasi dalam konservasi
keanekaragaman hayati. Intergovernmental Conference of Marine Biodiversity of Areas
Beyond National Jurisdiction (IGC-BBNJ) merupakan konferensi yang melibatkan negara-
negara anggota UNCLOS 1982. IGC-BBNJ merupakan konferensi yang dilaksanakan dengan
tujuan untuk membahas pembentukan instrumen hukum internasional yang baru di bawah
naungan UNCLOS guna mengisi kekosongan aspek teknis dan yuridis terkait pemanfaatan
keanekaragaman hayati di laut lepas (Biro Komunikasi Kemkomarves, 2023). Konferensi ini
dilaksanakan karena dalam rumusan UNCLOS 1982 belum dicantumkan peraturan mengenai
keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi negara. Melihat hal tersebut, Majelis Umum PBB
sepakat dan menyetujui diselenggarakannya IGC-BBNJ. Pertemuan IGC BBNJ
diselenggarakan di New York yang diawali dengan pembahasan teknis yang telah dilaksanakan
sebanyak 4 kali, yang pertama pada tanggal 4-17 September 2018, kedua pada tanggal 25
Maret-5 April 2018, ketiga pada tanggal 19-30 Agustus 2019, dan keempat pada pertengahan
tahun 2020. (Dharma, 2020). Konferensi kelima dilaksanakan pada tanggal 15-26 Agustus

2022, lalu dilanjutkan pada tanggal 19 dan 20 Juni 2023 dalam rangka pengadopsian perjanjian



kesepakatan dibawah UNCLOS mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan
keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional (United Nations, 2023).

Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction merupakan usulan kesepakatan
internasional baru mengenai pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar
wilayah yurisdiksi nasional. Dalam rumusan United Nations Convention on the Law Of the Sea
(UNCLOS) tahun 1982 belum dicantumkan mengenai peraturan Keanekaragaman Hayati Laut
di Luar Yurisdiksi Negara. Seiring berjalannya waktu, penemuan-penemuan mengenai sumber
daya genetika laut di luar yurisdiksi negara, menimbulkan perdebatan sehingga diperlukan
aturan dalam mengatur batas wilayah keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi negara
tersebut. Melihat pentingnya peraturan mengenai keanekaragaman hayati laut, Majelis PBB
membentuk kelompok kerja (working group) pada tahun 2004. Kelompok kerja tersebut
bertugas untuk membahas isu terkait peraturan dalam perlindungan keanekaragaman hayati
laut di luar yurisdiksi negara. Dalam membentuk peraturan mengenai keanekaragaman hayati
laut tersebut dibentuk suatu perjanjian laut Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)
yang bertujuan untuk membentuk suatu kerangka hukum dalam membangun kawasan lindung
laut serta mencegah hilangnya satwa liar, mengawasi penangkapan industri, serta berbagi
sumber daya genetik laut (Marine Genetic Resources) (Faid, 2022).

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa topik mengenai strategi diplomasi maritim
Indonesia dalam isu Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) merupakan
topik yang menarik untuk dibahas, melihat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar
di dunia. Hal ini juga dapat membangkitkan kesadaran mengenai pentingnya peraturan yang
mengatur batas-batas laut dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut di luar
yurisdiksi nasional. Maka dari itu, Peneliti memilih judul “Strategi Diplomasi Maritim

Indonesia Dalam Isu Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)”.



1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana strategi diplomasi maritim Indonesia dalam isu Marine Biodiversity Beyond

National Jurisdiction (BBNJ)?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini
ialah sebagai berikut:
1. Umum
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi diplomasi
maritim Indonesia terkait isu Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction pada
beberapa forum internasional.
2. Khusus
Untuk mengidentifikasi lebih dalam terkait implementasi diplomasi maritim Indonesia
terkait isu Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) pada beberapa

forum internasional.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis,
berikut uraiannya:
1.4.1 Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah dapat menjadi acuan atau Menjadi acuan bagi
para peneliti yang akan mendalami landasan, diskusi, dan konsep penelitian serupa
mengenai diplomasi maritim Indonesia terkait isu Marine Biodiversity Beyond National
Jurisdiction. Serta sebagai bahan dalam menambah dan mengembangkan wawasan

terkait bahasan tersebut.
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1.4.2 Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti
Manfaat yang dapat peneliti ambil dengan melakukan penelitian ini ialah peneliti
dapat memperoleh dan memperluas wawasan serta memberikan informasi kepada
pembaca mengenai implementasi diplomasi maritim Indonesia terkait isu Marine
Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).

b. Untuk Akademis
Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi
mahasiswa yang melakukan kajian terkait implementasi diplomasi maritim
Indonesia terkait isu Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).

c. Untuk Masyarakat
Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sehingga dapat menambah
wawasan pembaca mengenai implementasi diplomasi maritim Indonesia terkait isu
Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Selain itu, penelitian ini
juga dapat menjadi bahan dasar serta referensi bagi masyarakat mengenai bahasan
terkait diplomasi maritim Indonesia terkait isu Marine Biodiversity Beyond

National Jurisdiction (BBNJ).
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